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ABSTRACT

Buncitan village has an area of 145.9 hectares with a population of 4,976 people and 1,981 households.
The function and role of Sedati Sub-district according to Sidoarjo Regency Regional Regulation No. 9
of 2009 concerning the Regional Spatial Plan of Sidoarjo Regency 2009-2029 is as a settlement, industry
and trade on a local, regional and international scale. The issuance of the Job Creation Law and
Government Regulation on the Implementation of Spatial Planning that changes the authority of local
governments in district or city spatial planning needs to be socialized to village officials, so that they
are expected to increase their participation in supporting spatial planning. The method of
implementing the activity uses a socialization method that begins with distributing a pre-test and ends
with a post-test regarding understanding in the implementation of spatial planning. The results
obtained were the initial condition of the level of understanding of village officials about their role in
the implementation of spatial planning of 78% while post-socialization increased to 100%. The findings
of community service that can be input for the local government are the need for socialization and ease

of accessing the district spatial plan regional regulation document for the Buncitan Village community.
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PENDAHULUAN

Desa Buncitan merupakan salah satu desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo,
sebelah utara berbatasan dengan Desa Cemandi Kecamatan Waru, sebelah selatan berbatasan
dengan Desa Pepe Kecamatan Buduran, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalanganyar,
dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulungan Kecamatan Gedangan. Luas total desa
adalah 145,9 hektar. Jumlah penduduk desa adalah 4.976 jiwa dengan jumlah kepala keluarga
sebanyak 1.981 KK. Wilayah Desa Buncitan terbagi menjadi 9 RW dan 23 RT. Mata pencaharian
penduduk terbesar sebagai karyawan perusahaan swasta sebesar 2.161 orang. Komposisi
penggunaan lahan di Desa Buncitan mencakup lahan permukiman sebesar 83,4 Ha (57%), tanah
sawah irigasi teknis sebesar 35 ha (24%) dan lahan fasilitas umum sebesar 27,5 ha (19%).

Sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat desa yaitu SMA sebesar 35%. Sarana
pendidikan yang tersedia di wilayah desa meliputi 5 unit Taman Kanak-Kanak, 2 unit Sekolah
Dasar, dan 1 unit TPQ. Sarana Kesehatan yang tersedia berupa 1 unit rumah sakit bersalin, 2
unit poliklinik, 5 unit posyandu, 2 unit praktek dokter dan 3 unit apotik. Sarana ekonomi yang
tersedia berupa KUD, BUMDes, UMKM, toko klontong, restoran atau rumah makan, dan
industri.

Fungsi dan peran Kecamatan Sedati menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 adalah
sebagai Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional. Peran
masyarakat dalam penataan ruang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2019
Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah yaitu dengan
partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang dan partisipasi dalam pemanfaatan ruang.

Penataan ruang menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan
ruang diselenggarakan berdasarkan 9 azas yaitu: a) keterpaduan; b) keserasian, keselarasan,
dan keseimbangan; c) keberlanjutan; d) keberdayaan dan keberhasilgunaan; e)
keterbukaan; f) kebersamaan; g) perlindungan kepentingan umum; h) kepastian hukum
dan keadilan; dan i) akuntabilitas.

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyenggaraan penataan ruang ada dalam Peraturan
Pemerintah No. 68 Tahun 2010. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
penataan ruang berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja meliputi: (Pratiwi, 2022)

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah
kabupaten atau kota;

2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota; dan

3. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten atau kota.

Penataan ruang desa adalah bagian dari proses pembangunan desa, penataan ruang desa
menjadi penting karena merupakan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa, dapat mengurangi konflik berbagai kepentingan bai kantar desa, antar warga
datau dengan pihak lain (Rohiani, 2021) (Junef, 2021) (Riza, 2017). Berdasarkan Undang-
Undang Cipta Kerja rencana tata ruang Kawasan perdesaan nantinya akan melebur ke dalam
rencana detail tata ruang (RDTR) (Masayu, 2021). Tujuan pelaksanaan kegiatan di Desa
Buncitan Kecamatan Sedati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang kabupaten. Permasalahan yang
ada adalah tingkat pemahaman aparat desa terhadap penyenggaraan penataan ruang
kabupaten masih rendah.
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METODE

Kegiatan pengabdian kepda masyarakat dilaksanakan di Desa Buncitan Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo selama 2 bulan mulai dari 25 November 2022 sampai dengan 31 Januari
2023. Batas administrasi Desa Buncitan yakni: (Gambar 1.)

Sebelah Utara : Desa Cemandi Kecamatan Waru
Sebelah Selatan : Desa Pepe Kecamatan Buduran
Sebelah Timur : Desa Kalanganyar

Sebelah Barat : Desa Pulungan Kecamatan Gedangan
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Gambar 1. Peta Administrasi Desa Buncitan

Sasaran kegiatan adalah aparat Desa Buncitan khususnya yang berkaitan langsung dengan
penataan ruang di desa. Kegiatan ini juga melibatkan 11 orang mahasiswa Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota yang bertugas sebagai pembantu pelaksanaan program.
Metode pelaksanaan dilakukan dengan memberikan edukasi mengenasi peranan aparat desa
dalam penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021
dan dan Undang-Undang Penataan Ruang.

Tahapan kegiatan pegabdian kepada masyarakat meliputi
1.  Survey pendahuluan,

Survei pendahuluan dilakukan untuk mengetahui permasalahan oleh masyarakat atau

mitra. Melakukan studi literatur terkait Undang-Undang Penataan Ruang, Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peranan Masyarakat dalam

Penataan Ruang.

2. Persiapan materi sosialisasi;

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah menyusun bahan tayang sosialisasi

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Penataan

Ruang dan Undang-Undang Penataan Ruang (Gambar 2). Tim pelaksana kegiatan juga
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mempersiapan kuisioner pre test dan post test untuk menilai pemahaman aparat desa
mengenai peranannya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

latiapan Peran Masyarakal dalam
Perencanaan lata Ruang Daerak

Persiapan Pengumpulan dan Perumusan Konsepsi Penstapan

Penyusunan Analisis Dato
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Gambar 2. Materi Sosialiasi

3. Sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Buncitan pada tangal 13 Januari 2023.

4. Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setelah 2 minggu pelaksanaan sosialisasi oleh
tim pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal pada saat kunjungan ke desa dan observasi kondisi eksisting desa adalah
perangkat desa belum memahami peranannya dalam pelaksanaan penataan ruang terutama
peran masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021. Tim pengabdian kepada
masyarakat melakukan sosialisasi pentingnya peran aparat desa dalam penyelenggaraan
penataan ruang dihadiri oleh 10 arapat desa, 11 mahasiswa dan 5 orang dosen seperti pada
Gambear 3.

Hasil analisis Pre Test (Gambar 4) menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat dalam
perencanaan tata ruang daerah skor penilaian sebesar 100%, tingkat pemahaman peranan
dalam pemanfaatan ruang daerah skor penilaian sebesar 78%. Skor kuisioner untuk tingkat
pemahaman peranan dalam pengendalian daerah sebesar 11%, kemudahan akses rencana tata
ruang kabupaten sebesar 0% dan keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi tata ruang kabupaten
sebesar 0%. Setelah dilakukan sosialisasi terjadi perubahan pada perangkat desa yaitu menjadi
semakin paham mengenai peranannya dalam penyelenggaraan penataan ruang terutama peran
masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021.
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Gambear 3. Sosialiasi Peranan Aparat Desa
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Gambar 4. Hasil Kuisioner Pre-Test

Peran dan fungsi pemerintah desa menurut Noer fauzi dan R. Yando Zakaria yakni:
(Rudy, 2022) (Sugiman, 2018)
Mengelola pelayanan dasar;
Mengelola pelayanan administrasi;
Menyediakan infrastruktur dasar;
Memperkuat kelembagaan ekonomi;
Memperkuat kelembagaan sosial; dan
Membuat regulasi.
Kewenangan desa berdasarkan Undang-undang Desa Pasal 19 meliputi kewenangan
berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh
pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota; dan
kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau

Gk W=

pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 69
dijelaskan bahwa rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa,
pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari
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Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Femilia & Huda, 2020)
(Herdiana, 2020) (Wuisang, 2018).
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Gambar 5. Hasil Kuisioner Post-Test

Analisis Post test (Gambar 5) menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap
perencanaan tata ruang daerah skor penilaian sebesar 100%, tingkat pemahaman peranan dalam
pemanfaatan ruang daerah skor penilaian sebesar 100%, tingkat pemahaman peranan dalam
pengendalian daerah sebesar 100%, dan kemudahan akses rencana tata ruang kabupaten
sebesar 100%, sedangkan keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi tata ruang kabupaten sebesar
67%.

SIMPULAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah adanya peningkatan
pemahaman tentang peran perangkat desa dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga
tujuan penataan ruang kabupaten dapat terwujud. Desa dapat menyusun rencana tata ruang
wilayah desa sebagai turunan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten berdasarkan Undang-
Undang No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021.
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